KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS 
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 11/PUU-XVIII/2021

Jakarta, ... Mei 2021
Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor: 29/PIMP/III/2019-2020, Pimpinan DPR menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR, yaitu Herman Herry, S.H., M.H. (No. Anggota A-238); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H. M.Kn. (No. Anggota A-342); Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. (No Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut---------------------------------------------------------------------DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor …., perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

	Nama
	:
	Herifuddin Daulay

	Pekerjaan
	:
	Guru Honorer

	Alamat 
	:
	Jalan Ahmad Yani No. 17 Dumai Riau 

	Kewarganegaraan
	:
	Indonesia 




Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------- Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2021 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU MK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945
Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap UU MK yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 60
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo UU MK bertentangan dengan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan pengujian materiil tersebut adalah (vide permohonan hlm 9). 
Pemohon menjelaskan dalam permohonannya bawha ketentuan Pasal 60 UU MK secara definitive telah membatasi adanya upaya pengajuan kembali suatu pengujian UU terhadap UUD yang telah pernah diajukan pengujianya, maka bila ada suatu produk UU yang telah disahkan ternyata mengandung muatan yang dapat merugikan kepentingan nasional baik actual maupun potensial dan telah diajukan pengujianya, undang-undang tadi tidak dapat lagi diajukan pengujianya termasuk oleh warga negara yang punya hak konsitusi berupa bela negara dan benar-benar peduli akan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negaranya.
Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

(1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 60 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara;

(3) Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 60 ayat (1) UU MK tidak mempunyai kekuatan hokum sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara.

II. KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR berpandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut:

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer telah dirugikan akibat adanya pasal a quo dikarenakan patut diduga mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara terbatasi, karena merupakan upaya bela negara yang secara jelas mengkebiri Hak Konstitusi Bela Negara Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut DPR RI tidak menemukan uraian argumentasi dari Pemohon sebagai perorangan maupun korporasi yang terhalangi haknya untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Dengan ketiadaan argumentasi Pemohon tersebut maka dapat disimpulkan Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
Bahwa pada dasarnya kerugian yang dilalilkan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas karena Pemohon hanya menyebutkan hak konstitusional Pemohon dilatarbelakangi dengan keinginan Pemohon untuk melaksanakan bela negara, hal tersebut tidak ada kaitanya dengan keberlakuan dan isi dari substansi pasal a quo. Tanpa adanya argumentasi lebih lanjut dari Pemohon atas kerugian konstitusionalnya, maka tidak dapat dipertimbangkan pasal a quo dapat dikaitkan dengan kepentingan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.
3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
Bahwa kerugian yang dilalilkan Pemohon bukanlah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan UUD Tahun 1945. Pemohon sebagai guru honorer tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakuknya pasal a quo.  Oleh karena itu sudah dapat dipastikan tidak ada hak da/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, dan c, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik (khusus) dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara Pemohon sebagai guru honorer dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal UU a quo. 
5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh bagi Para Pemohon dengan pasal a quo UU MK maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun bagi Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon.
Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

  ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection
Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionaInya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PANDANGAN UMUM DPR
1. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, Makmur, dan berkeadilan;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
4. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pen)ruapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan UndangUndang tersebut dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi;
A. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Permohonan belum jelas.. 
A. RISALAH PEMBAHASAN DAN PENJELASAN PASAL-PASAL A QUO UU MK
Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan risalah pembahasan beserta penjelasan pasal-pasal a quo UU MK.
III. PETITUM DPR RI
Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;

3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;

4. Menyatakan 60 ayat (1) Undang-Undang MK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Demikian keterangan DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami 
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

	Herman Herry, S.H., M.H.

(No. Anggota A-238)

	Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

(No. Anggota A-313)
	H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.

(No. Anggota A-118)

	H. Ahmad Sahroni, S.E.

(No. Anggota A-363)
	Pangeran Khairul Saleh

(No. Anggota A-514)

	Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.

(No Anggota A-216)
	H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H. M.Kn.

(No. Anggota A-342)

	Habiburokhman, S.H., M.H.

(No Anggota A-77)
	Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.

(No. Anggota A-359)

	N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.

(No. Anggota A-52)
	Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

(No. Anggota A-565)

	Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E

(No. Anggota A-454)
	Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

(No. Anggota A-515)

	H. Arsul Sani, S.H., M.Si

(No Anggota A-469)
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